
BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

BALAI PEI,AKSANA PENYULUHAN PERTANIAN

PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Fasal 5 Peraturan

Daerah Nomor 1O Tatrun 2016 tentang Pembenhrkan

dan Susunan Perangkat Daeratr Katnrpaten Musi

Rawas, perlu dibenhrk Unit Pelaksana Teknis Balai

Pelaksana Penytrluhan Pertanian pada Dinas Pertanian

dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas;

b. batrwa Pesrbcnttrkan Unit Pelaksana Teknis

sebagaimana dimaksud dalam hunrf a, telah sesuai

dengan Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera

Selatan Nomor 061 /3O9 | lVll l2OL7 Perihal

Rekomendasi Pembenttrkarr Unit Pelaksana Teknis;

c. batrwa berdasarkan pertimbangan sefagaimana

dimaksud dalam hurrf a dan hunrf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang

Pembenttrkan Unit Pelaksana Teknis Balai Pelaksana

Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dan

Peternakan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembenhrkan Daerah Tingkat U dan Kotapr4ia di
Sumatera Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 182U;



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun L992 tentang Sistem

Budidaya Tanaman (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun L992 Nomor 46 Tambatran kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 34781;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OOO tentang

Perlindungan Varietas Tanaman (Iembaran Negara

Republik Indonesia Tatrun 2OO0 Nomor 24t, Tambatran

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a0a3h

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintatr Rrsat dart

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tatrun 2OO4 Nomor 126, Tarrrbatran kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem

Penytrluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanart

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 92, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor a660l;

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2AO9 tentang

Peternakan dan Kesehatan Hewan (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 84, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O15);

7. Undang-Undang Nomor 4L Tatrun 2OO9 tentang

Perlindungan Latran Pertanian Pangan Berkelaqiutart

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9

Nomor 84, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5015);

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OtO tentang

Hortilnrltura (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tatrun 2010 Nomor 132, Tambatran kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5170);

9. Undang-Undang Nomor 18 Tatrun 2Ol2 tentang Pangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot2

Nomor 227, Tambatran Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5360);
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10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang

Perlindungan dan Pembedayaan Petani (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL3 Nomor 131,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

s433);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparahrr

Sipil Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia

Tatrun 2OL4 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5 9a);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,Tarrbahan Lcmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tatrun 2015 Nomor 58, Tambatran lembarart
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Perattrran Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan Ftrngsional Pegawai Negeri Sipil (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tatrun 1994 Nomor 22,
Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor

35471, sebagaimana telah diubah dengan Perattrran

Pemerintah Nomor 4O Tatrun 2010 tentang Perubahan

Atas Peratrrran Pemerintah Nomor 16 Tetu-rn 1994

tentang Jabatan F\rngsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLO

Nomor 51, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5121);

14. Peraturan Pemerintatr Nomor 44 Tahun f 995 tentang

Perbenihan Tanaman (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3616);

15. Peraturan Pemerintatr Nomor 18 Tahun 2Ot6 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor I14, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

16. Perattrran Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahwt 2Al7
tentang Pedoman Pembenhrkan dan Klasilikasi Cabang

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2OLT Nomor a51); 
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17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/
OT.01O/8 I 2016 tentang Pedoman Nomenklahrr T\rgas
dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Unrsan
Pertanian Daeratr Frovinsi dan Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 133O);

18. Perahrran Daerah Nomor 10 Tatrun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daeratr l(abupaten
Muei Rarras Tahun 2016 Nomor 1O);

19. Perahrran Bupati Nomor 69 Tahun 2OL6 tentang
Susunan Organisasi, I\rgas dan F\rngsi Dinas Petanian

dan Peternakan IGbupaten Musi Rawas (Berita Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2OL6 Nomor 69).

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS BAI,.AI PELAKSANA PET{YULUHAN

PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN

PETERNAKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
l. I(abupaten adalah I(abupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah lhbupaten Musi Rawas.

3. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi
Rawas.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Feternakan
Kabupaten Musi Rawas.

5. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pertanian dan Peternakan
I(abupaten Musi Rawas.

6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Musi Rawas.

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPf adalah Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Peternalran Kabupaten Musi
Rauras.

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT

adalatr Kepala UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas
Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.
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9. Subbagian adalatr Subbagian Tata Usaha UPT Balai Pelaksana
Penytrluh Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan I(abupaten
Musi Rawas.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Ftrngsional
dilingkungan UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas
Pertanian dan Peternaf<an lGbupaten Musi Rawas.

11. Eselon adalah tingkatan jabatan stmkhrral.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2
(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Balai Pelaksana

Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Musi Ftrawas;

121 UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian merupakan UPI Kelas A.

(3) UPT Balai Pelaksana Penlmluhan Pertanian sebagaimana dimaksud
ayat (l) membawahi Balai Pennrluhan Pertanian terdiri dari :

a. Balai Penyrluhan Pertsrrian Kecamatsn Muara Beliti;
b. Balai Penytrluhan Pertanian Kecamatan Tugumulyo;
c. Balai Penyrluhan Pertanian Kecamatan Purwodadi;
d. Balai Penlnrluhan Pertanian Kecamatan Sumber Harta;
e. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan STL Ulu Terawas;

f. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Selangit;

g. Balai Penytrluhan Pertanian Kecamatan Megang Salrti;
h. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Muara Kelingi;
i. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Muara Lakitan;
j. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tuatl Negeri;

k. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sulrakarya;
l. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan JaS,aloka;

m. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan BTS Ulu;
n. Balai Pennrluhan Pertanian Kecamatam Tiang hrmpung Kepungut.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3
(1) UPT Batai Pelaksana Penyuluhan Pertanian mempakan unsur

pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang pertanian, peternalcan dan perkebunan di wilayah
kerjanya pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi
FUawas.
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(2) UPf sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dipimpin oleh Kepala

UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungiawab kepada

Kepala Dinas, dalam pelaksanaan ttrgasnya secara administratif
dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

BAB TV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian

terdiri dri :

a. Kepda UPT;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Kelompok Jabatan tr\rngsional.

(2) Subbagian Tata Usaha sebagairnsns, dimeksrrd pada ayat (1) htrnrf a,

dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan

bertansgungiawab kepada Kepala UPT;

(3) Stmkttrr Organisasi UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian

sebagaimana tercanhrm dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perahrran Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

(1) UP,I Bahi Pelaksana Penyuluhan Pertanian mempunyai hrgas

men5relenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang dibidang pertanian, peternakan dan

perkeb,unan di wilayah kerjarrya.

(2) Unhrk melaksanakan hrgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

UPT Balai Pelaksana Pen5ruluhen Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. penrusunan program kerja UPT dibidang Penyuluhan pertanian,

peternakan dan perkebunan ;

b. penyelenggaraan kegiatan yang bersifat operasional di bidang
perencanaan, pengembangan dan peningkatan ptoduksi serta
panen dan pasca panen pertanian, peternalran dan perkebunan;

c. pelaksanaan urusan tata usatta, kepegawaian, keuangan dart

perlengkapan;

d. pembinaan, pengawasan dan
penytrluhan serta pembangunan
perkebunan;

pengendalian pelaksanaart
pertanian, peternakan dan

e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dibidang
pertanian, peternakan dan perkebunan;
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f. pemeliharaan sarana/perlengkapan dinas serta usul penghapusan
barang/peralatan sesuai dengan ketentrran peraturan perundang-
undangan;

g. pengevaluasian, pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan serta
melaport<annya kepada atasan ;

h. pemberian slaran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang
langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan tugasnya setelah
mendapatkan masukan dari koordinator Balai PenSrluhan
Pertarrian Kecarnatan;

i. penyuluhan dan pembinaan kepada petani;
j. pemberian tugas kepada Batai Penyuluhan Pertanian unhrk

melaksanakan hrgas penyuluhan dan pembinaan kepada petani;
dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

hrgas dan fungsinya.

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepda Subbagian, mempunyai
tugas:
a. melaksanakan urusan ketatausatraan dan administrasi kepegawaian

UPT
b. melaksanaten adminstrasi keuangan meliputi perencanaan keuangan,

membuat dan mengajul€n rericana anBgaran, pertanggtmgiawaban

keuangan, adminstrasi penerimaan dan pengeluaran, ttrges
pembukuan dan petaporan keuangan serta adminstrasi keuangan
lainnya sesuai dengan ketenhran perahrran perundang-undangan;

c. melaksanekan pengattran, perencaerr kebuhrhan kantor, pengadaarr

barang, inventarisasi, pemeliharaan dan pengattrran tata ruang kantor
serta pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan lainnya yang

dipandang perlu;
d. menyelenggaralmn penyuluhan pertanian, peternalmn dan

perkebunan di wilayah kerjanya;
e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT tentang

langkah yang diambil dalam pelaksanaan tugasnya; dan
f. melaksanakan hrgas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

hrgasnya.

BAB VI
KEIPMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7
(1) Kelompok Jabatan F\rngsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian hrgas UPT sesuai dengan keahlian dan kebuhrhan.
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(2t

(3)

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional
yang diahrr dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yang ditunjuk.

(4) Jumlah tenaga fungsiond ditentukan berdasarkan kebuhrhan dan
beban kerja.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai ttrgas sesuai dengan
peraturan penrndang-undangan.

BAB VII
TATA KER.IA

Pasal 8

Dalam melaksanakan ttrgasnya, Kepala UPT dan Kepala Subbagian serta
kelompok tenaga fungsional wqiib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar unit organisasi/ instansi lainnya.

Pasal 9
Kepala UPT dan Kepala Subbagian serta kelompok tenaga fungsional
organisasi wajib mengawasi bawatrannya masing-masing,
mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta
pehrnjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawatrannya dan bila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkatr-langkatr yang diperlukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1O

Kepala UPT dan Kepala Subbagian serta kelompok tenaga fungsional
wajib mengilmti dan mematuhi pehrnjuk-pehrnjuk dan bertanggungiawab
kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara
berjenjang.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

(1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati sesuai dengan ketenttran Feraturan Pemndang-Undangan.

(2) Kepala UPT merupakan Jabatan Pengawas setingkat Jabatan
Stf,irkhrrat Eselon IV.a.

(3) Kepala Subbagian Tata Usaha mempakan Jabatan Pengawas setingkat
Eselon IV.b.

o



BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

UPT yang sudah dibentuk sebelum Perattrran Bupati ini ditetapkan, tetap

melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat UPT Balai

Penyuluh Pertanian yang ban' pada Dinas Pertanian dan Peternakan

Kabupaten Musi Rawas.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati

Nomor 23 Tahun 2OOg tentang Pembenhrkan UPT Balai Penyuluhan pada

Badan Pelaksanaan Pen5ruluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun

2008 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

I(abupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di LubuklinggaU,
pada tan64t 4.rhntun' 2O{8

Diundangkan di Lubuklinggau,
pada tanggal4 ${tW 2018

DAERAH
MUSI RAWAS,

H. ISBANDI

BUPA ST RAWAS,

GUNAWANH.
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I,.AMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR I g TAHUN2Ol8
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PERTANIAN PADA DINAS
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SI RAWAS
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KEPALA I.'PT
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TATA USAHA

JABATA}I
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